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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa hal 
mendasar berupa isu-isu hukum yang dapat digunakan untuk menarik 
kesimpulan, yang merupakan hasil akhir dari penelitian ini: 
1. Penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak berjalan optimal, hal ini 
berakibat pada data strategis yang dihasilkan tidak akurat dan tidak 
berkualitas sehingga memunculkan peta permasalahan. 
2. Penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS tidak optimal, dengan kendala-
kendala dalam mengoptimalisasikan penyelenggaraan statistik dasar yang 
dilakukan oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 
tentang Statistik, adalah: 
a. rendahnya kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik; 
b. penerapan sanksi pidana bagi responden yang tidak berjalan efektif; dan 
c. data statistik di Kementerian/Lembaga masih bersifat parsial. 
3. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan statistik dasar 
secara optimal melalui reformasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 
tentang Statistik, dalam hal: 
a.1. perlu dukungan operasional anggaran yang diatur dalam undang-
undang statistik yang baru, agar pelaksanaan tugas pembinaan statistik 
diseluruh pelosok nusantara dapat berjalan optimal. 
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a.2. ilmu pengetahuan perstatistikan seharusnya masuk dalam kurikulum 
pendidikan nasional yang diajarkan sejak dini dari tingkat dasar 
sampai perguruan tinggi. 
b. sanksi administrasi dalam bentuk denda administrasi perlu diterapkan 
bagi responden yang menolak memberikan keterangan dalam 
penyelenggaraan statistik dasar. 
c. program “one data Indonesia” harus diatur dalam undang-undang 
statistik yang baru, guna membangun data statistik terintegrasi, akurat 
dan akuntabel secara nasional. 
B. Saran. 
Kendala-kendala dalam penyelenggaraan statistik dasar tersebut tidak 
dapat diselesaikan secara kasuistik tetapi harus dengan upaya komprehensif dan 
revolusioner. Dalam dimensi tertentu Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 
tentang Statistik dinilai tidak memberikan solusi untuk mengatasi kendala-
kendala tersebut. Dari hasil penelitian hukum ini penulis memberikan saran 
berupa gagasan (ide) yang bertujuan untuk mengoptimalisasikan 
penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS berupa reformasi Undang-Undang 
Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, khususnya pada ketentuan sebagai 
berikut: 
1. undang-undang statistik yang baru idealnya mengatur dukungan anggaran 
berupa pembiayaan dalam pelaksanaan tugas pembinaan statistik oleh BPS 
ke seluruh pelosok nusantara agar dapat berjalan optimal. 
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2. undang-undang statistik yang baru seharusnya mengamatkan kepada 
Kementerian Pendidikan Nasional untuk merumuskan kebijakan ilmu 
pengetahuan perstatistikan yang masuk kedalam kurikulum pendidikan 
nasional sejak dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. 
3. sanksi administrasi dalam bentuk denda administrasi perlu diterapkan atas 
pelanggaran yang dilakukan oleh responden yang menolak memberikan 
keterangan dalam penyelenggaraan statistik dasar. 
4. program “one data Indonesia” harus diatur secara jelas dan tegas dalam 
undang-undang statistik yang baru, ini akan menjadi payung hukum bagi 
BPS untuk menjalankan fungsi koodinasi dan kerjasama dengan 
Kementerian/Lembaga pemerintah. 
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